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Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui Ratio Legis ketentuan Pasal
414 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2) Untuk
mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi pada putusan Nomor
116/PUU-XXI1/2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian hukum normatif. Adapun Sumber data yang digunakan adalah
sumber data primer dan sekunder, dalam penelitian ini penulis menggunakan
teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini
menggunakan studi kepustakaan, selanjutnya penelitian ini dianalisis
menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini yaitu Pada salah satu rapat Pansus, bahkan tidak ada
partai politik yang mengusulkan 4% besaran ambang batas parlemen. Tetapi,
yang dipilih menjadi besaran ambang batas parlemen di dalam Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 adalah besaran ambang batas parlemen sebesar 4%. Fakta
ini menunjukkan bahwa,besaran ambang batas parlemen di dalam Undang-
Undang a quo sama sekali tidak dilakukan dengan dasar perhitungan yang jelas.
Pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU
7/2017 tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan
kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), dan
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.
Dengan demikian, dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk
sebagian. terhadap hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena
dinilai tidak ada relevansinya
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